BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai diperoleh

simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kepemilikaan hak milik atas tanah kepada warganegra
Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
ditetapkan dalam ketentuan Pasal 9 jo Pasal 21 ayat (1) UUPA belum
dapat terlaksana walaupun telah diterbitkan Keputusan Presiden
Nomor 33 Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Wilayah DIY yang dselanjutnya
diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun
1984 tentang Pelaksanaan Pemberlakukan Sepenuhnya UUPA di
DIlY, sebab di Daerah Istimewa Yogyakarta masih diberlakukan
Instruksi Gubernur D.l. Yogyakarta Nomor K.898/1/A/1975.

2. Akibat Hukum tidak diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 33
Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 di Wilayah DIY , maka warganegara
Keturunan Tionghoa tidak dapat memiliki hak milik atas tanah tetapi
hanya dapat memiliki hak guna bangunan sehingga merugikan secara
materiil, juga melanggar melakukan diskriminasi terhadap ras dan

65



66

etnis yang membatasi hak-hak orang, yang mana di wilayah
Indonesia tidak ada perbedaan antar sesama warga Negara Indonesia
peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diuraikan

beberapa saran :

1. Untuk dapat terlaksananya UUPA , maka diharapkan ketentuan
Instruksi Gubernur D.l. Yogyakarta Nomor K.898/1/A/1975 ditinjau
kembali dengan melibatkan para pakar hukum, dan akademisi.

2. Demi terjaminnya hak konstitusional seluruh warganegara
Indonesia tanpa harus membedakaan warganegara asli dan
warganegara keturunan , maka diharapkan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta dapat mencabut ketentuan Gubernur D.I.

Yogyakarta Nomor K.898/1/A/1975.
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